KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 23/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013
TENTANG

HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil
Bupati perlu dilakukan kegiatan pemeriksaan kemampuan
jasmani dan rohani calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon
Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), yang telah dua kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan
daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4837)
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



10.

11.

12.

13.

14,

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah tiga kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012
tentang Kode Etik Peneyelenggara Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi pemilihan
umum provinsi, komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota,
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Pedoman
Penyusunan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 10
Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 tahun 2009
Pedoman Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009
tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara
dan Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010
Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar,
Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanya Peserta Pemilihan
Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010;
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15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010
tentang Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2010
tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010
tentang Pedoman Tata Cara Pemutalkhiran Data dan Daftar
Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010
tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan
Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon
Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;

20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012
Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Cirebon Nomor 25/BA/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN JASMANI DAN
ROHANI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON
TAHUN 2013.

Hasil pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani calon Bupati dan
Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 yang telah dilaksanakan
berdasarkan surat keterangan Ikatan Dokter Indonesia Cabang
Cirebon merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Berdasarkan surat keterangan Ikatan Dokter Indonesia Cabang
Cirebon seperti tersebut pada DIKTUM KESATU, seluruh pasangan
Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013
dinyatakan memenuhi syarat.

Pembiayaan dalam kegiatan ini dibebankan pada Anggaraan Hibah
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon — APBD
Kabupaten Cirebon 2013.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dengan ketentuan akan
dilakukan perubahan apabila diperlukan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 03 Agustus 2013




